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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutal Kartanegara menggelar diskusl terkalt raperda prakarsa DPRD Kukar.
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TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Devwan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara menggelar diskusi terkait
raperda prakarsa DPRD Kukar.

Diskusi ini bertajuk Bekesahan Produk Hukum inisiatif Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD
Kukar.

Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasid mengatakan,
pihaknya sengaja mengundang sejumlah elemen masyarakat.

Di antaranya, akademisi, mahasisvwa hukum Universitas Kutai
Kartanegara, Pemkab Kutai Kartanegara, dan Bagian Hukum
Pemprov Kaltim.

Menurutnya., ini Mmerupakan sebuah terobosan baru danmn bukrti
keseriusanmn DPRD Kukar dalam fungsi legislasi dengan melibatkan
masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi gelaran perdana dan pertama vang
dilakukan oleh DPRD Kabupatens/Kota se-Kalimantan Timur.

"Kami berharap melalui diskusi ini bisa mendapatkan masukan
berkaitanmn muatan produk perda yvang ingin dibahas lagi."” kata
Abdul Rasid, Selasa (2Z20/6/,2023).

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, terdapat dua Raperda
vang dibahas pada kegiatan perdana ini.

Yakni, Raperda perubahan tentang ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dan Raperda tentang pendidikan
Pancasila dan wawvwasan kebangsaan.

Tak menutup kemungkinan, ada lima Raperda baru yvang akan
kembali dibahas oleh DPRD Kutai Kartanegara denmngan
melibatkan masyarakat.

"Harapanmnnmnya Perda vanmng dibahas ada masukan dari pihak yvang
berkompeten. NMudah-mudahan imni niat kita bagairmana
menerapkan Perda yvang bermanfaat bagi masyarakat Kukar,™
tegas Rasid.

Berikut 7V Raperda Prakarsa DPRD Kukar di tahun 202a:

(1) Penatagunmnaan Lahanm Reklamasi Pasca Tamibangs Bagi
Masyarakat Kutai Kartanegara.

(2) Pembangunmnan Kavwasan Pedesaan.

(3) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelengsaraan
Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

(ADPendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.

(5) Penvelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagkerjaan Bagi
Masyarakat Pekerja Rentan.

(6) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukumrm Daerah.

(7)) Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemajuan
Kebudayaan dan Identitas Daerah. (¥*)




